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ABSTRAK 
 
YUSUF ANWAR (B111 11 157) “Kebijakan Perlindungan Hukum  
Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Dokter. Dibimbing 
oleh Prof.Dr. Andi Sofyan. S.H.,M.H. sebagai pembimbing I dan Dr. Amir 
Ilyas. S.H.,M.H. sebagai pembimbing II).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan 
Perlindungan Hukum  Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan 
oleh Dokter, bentuk pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap 
korban tindak pidana medis sebagaimana yang diatur di dalam ( UU 
Kesehatan dan Peraturan Perundang-undangan). Penelitian ini dilakukan 
di Kota Makassar khususnya di Rumah Sakit dan Pengadilan Negeri. Data 
yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung 
dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data 
sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan 
yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil 
penelitian yang diperoleh adalah Peraturan perlindungan hukum yang 
diberikan kepada korban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh 
pihak medis (Dokter) Malpraktek belum diatur secara khusus oleh 
peraturan perundang-undangan, namun jika dilihat dari sudut pandang 
hukum secara keseluruhan maka, beberapa peraturan perundang-
undangan sangat terkait dengan tindak pidana ini yaitu KUHP, Undang-
undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan/UUK) 
dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya termasuk pula 
Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor: 434/Men.Kes/SK/X/l993 
tentang Pengesahan dan pemberlakuan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 
Seorang dokter hanya dapat dipidana apabila dia terbukti telah melakukan 
perbuatan melawan hukum berupa DOLUS dan CULPA sesuai unsur-
unsur 359 KUHP. Dari perbuatan melawan hukum berupa DOLUS 
(Kesengajaan) Atau CULPA (Kealpaan) barulah bisa diproses lebih lanjut 
bila memang didapatkan dan dapat dibuktikan adanya kealpaan 
didalamnya  dan dapat diproses secara pidana berdasarkan pasal  59 
KUHP yaitu Barangsiapa karena kelalaianya menyebabkan orang lain 
mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun penjara 
serta kasus malpraktik yang terjadi di indonesia dapat di selesaikan 
secara mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di bidang 
medis dan yang hanya berakhir sampai pemberian ganti kerugian 
terhadap keluarga korban tindak pidana di bidang medis. 
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ABSTRACT 
 
YUSUF ANWAR (B111 11 157) "Policy Legal Protection Against Crime 
Victims Carried by a doctor. Supervised by Prof. Andi Sofyan. SH, 
M.H. as a supervisor I and Dr. Amir Ilyas. SH, M.H. as mentors II).  
This study aims to determine how Policy Legal Protection Against 
Crime Victims Carried by a doctor, forms the implementation of criminal 
law protection to victims of crime as regulated medical inside (Health Law 
and Legislation).  
This research was conducted in the city of Makassar, especially in 
the Hospital and District Court. The data used are primary data is data 
obtained directly from the field using interview techniques, as well as 
secondary data in the form of a literature study. The data analysis used is 
qualitative analysis by inductively conclusion.  
The results obtained are regulation of legal protection given to 
victims of the criminal acts committed by the medical (doctor) Malpractice 
is not specifically regulated by legislation, but when viewed from a legal 
standpoint as a whole then, several legislations strongly associated with 
this criminal act, namely the Criminal Code, Act No. 23 of 1992 on Health 
(Health Law / Labor Law) and Law No. 29 Year 2004 regarding Medical 
Practice and a range of other laws and regulations including the Decree of 
the Minister of Health Number: 434 / Men.Kes / SK / X / l993 on 
Ratification and enforcement of the Code of Ethics Indonesia. A doctor 
can only be convicted if he is proved to have committed an unlawful act in 
the form of dolus and culpa in accordance elements 359 of the Criminal 
Code. Of tort form of dolus (Deliberate) Or culpa (negligence) can then be 
further processed if it is available and can be evidenced the omission 
therein and can be processed in a criminal under article 59 of the Criminal 
Code, namely because kelalaianya Whoever causes the death of another 
person, shall be punished with imprisonment maximum of one year in 
prison and malpractice cases that occurred in Indonesia can be resolved 
by mediation as an alternative penal settlement of cases in the medical 
field and that just ends up giving compensation to families of victims of 
criminal offenses in the medical field. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang 
kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. Satu demi satu terdapat 
beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang 
tidak mendapatkan pelayanan semestinya, yang terburuk, dan kadang-
kadang akan berakhir dengan kematian. Kasus tindak pidana di bidang 
medis yang banyak terjadi dan diekspos di berbagai media hanya 
merupakan beberapa kasus yang menguap, sehingga dapat dikatakan 
seperti gunung es (iceberg). Menguapnya kasus-kasus tindak pidana 
tersebut juga merupakan suatu pertanda kemajuan dalam masyarakat, 
atas kesadarannya akan hak-haknya yang berkenaan dengan 
kesehatan dan pelayanan medis, sekaligus kesadaran akan hak-
haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama di bidang 
kesehatan. Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan, memberi peluang bagi pengguna jasa atau barang untuk 
mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap pelaku usaha apabila 
terjadi konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang dianggap 
telah melanggar hak-haknya, terlambat melakukan / tidak melakukan/ 
terlambat melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi 
pengguna jasa/barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau 
bisa juga kematian. Hal Ini memberikan arti bahwa pasien selaku 
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konsumen jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut/menggugat 
rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika terjadi konflik.  
Pada era global dewasa ini, tenaga medis merupakan salah 
satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat, karena sifat 
pengabdiannya kepada masyarakat sangat kompleks. Akhir-akhir ini, 
masyarakat banyak yang menyoroti kinerja tenaga medis, baik sorotan 
yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 
sebagai induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui 
media cetak maupun media elektronik. Kebanyakan orang kurang 
dapat memahami bahwa sebenarnya masih banyak faktor lain di luar 
kekuasaan tenaga medis yang dapat mempengaruhi hasil upaya 
medis, seperti misalnya stadium penyakit, kondisi fisik, daya tahan 
tubuh, kualitas obat dan juga kepatuhan pasien untuk mentaati 
nasehat dokter. Faktor-faktor tersebut dapat  mengakibatkan upaya 
medis (yang terbaik sekali pun) menjadi tidak berarti apa-apa. Oleh 
sebab itu tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu 
upaya medis penuh dengan ketidakpastian (uncertainty) dan tidak 
dapat diperhitungkan secara matematik.1  
Begitu pula halnya dengan proses diagnosis (mencari dan 
mendefinisikan gangguan kesehatan), yang pada hakikatnya 
merupakan bagian dari pekerjaan tenaga medis yang paling sulit. 
                                                          
1S. Sutrisno, Tanggungjawab Dokter di bidang Hukum Perdata. Segi-segi Hukum 
Pembuktian, Makalah dalam Seminar Malpraktek Kedokteran, Semarang 29 Juni  1991, 
hal 22.    
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Meskipun sudah banyak alat canggih yang diciptakan untuk 
mempermudah pekerjaan ini, tetapi tidak menutup kemungkinan 
terjadinya tingkat kesalahan (perbedaan klinik dan diagnosis otopsi 
klinik) di berbagai rumah sakit di negara-negara maju. Sama halnya 
dengan tindakan terapi, hasil diagnosis yang salah juga tidak secara 
otomatis menimbulkan adanya tindak pidana. Harus dilakukan 
penelitian terlebih dahulu apakah tindakan malpraktek tersebut 
merupakan akibat tidak dilaksanakannya standar prosedur diagnosis.  
Penilaian pasien terhadap rumah sakit/tenaga medis yang 
dikeluhkan tersebut di atas, sudah barang tentu tidak seluruhnya benar 
dan bersifat subyektif. Namun keluhan tersebut secara faktual tidak 
dapat diabaikan begitu saja agar tidak menimbulkan konflik hukum 
yang berkepanjangan dan melelahkan. Tindakan malpraktek 
menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien 
atau keluarga pasien sebagai korban. Kasus malpraktek yang ada 
seringkali berujung kepada penderitaan pasien. Oleh karena itulah 
kiranya perlu dikaji bagaimana upaya untuk memberikan perlindungan 
hukum bagi pasien, terutama yang menyangkut masalah hubungan 
hukum pasien dengan rumah sakit, hak dan kewajiban para pihak, 
pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.  
Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka menarik penulis 
untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi atau suatu 
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penulisan karya ilmiah hukum dengan judul “Perlindungan Hukum 
Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Dokter”.  
 
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 
korban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pihak medis 
(Dokter) ?  
2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perlindungan hukum pidana 
terhadap korban tindak pidana medis sebagaimana yang diatur di 
dalam (UU Kesehatan dan Peraturan Perundang-undangan) ?  
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum 
yang diberikan kepada korban terhadap tindak pidana yang 
dilakukan oleh pihak medis (Dokter) 
2.  Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pelaksanaan 
perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana medis 
sebagaimana yang diatur di dalam (UU Kesehatan dan Peraturan 
Perundang-undangan) ?  
 
D. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Manfaat Teoritis  
Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam 
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pengembangan Ilmu hokum pidana modern seperti sekarang ini                                                                       
khususnya pemahaman teoritis tentang tindak pidana di medis,  dan 
pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang 
berlaku saat ini berkaitan dengan upaya perlindungan hukum 
terhadap korban tindak pidana di bidang medis.  
2. Manfaat Praktis. 
Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada kebijakan 
perlindungan hukum ini diharapkan bisa menjadi bahan 
pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan 
kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya 
memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di 
bidang medis di Indonesia. Dengan pendekatan kebijakan hukum 
pidana yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam 
kesatuan pendekatan sistemik/integral, diharapkan dapat 
menghasilkan suatu kebijakan perlindungan hukum yang benar-
benar dapat memberikan perlindungan terhadap korban tindak 
pidana di bidang medis ini, khususnya dalam rangka pembaharuan 
hukum pidana di Indonesia dimasa yang akan datang.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
 
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
1. Beberapa Pandangan Tentang Korban  
Adanya berbagai permasalahan mengenai jenis korban 
dalam kehidupan masyarakat, melatar belakangi lahirnya ilmu 
baru yang disebut sebagai viktimologi. Walaupun disadari, bahwa 
korban-korban itu, di satu pihak dapat terjadi karena perbuatan 
atau tindakan seseorang (orang lain), seperti korban pencurian, 
pembunuhan dan sebagainya (yang lazimnya disebut sebagai 
korban kejahatan), dan di lain pihak, korban dapat pula terjadi oleh 
karena peristiwa alam yang pengendaliannya berada di luar 
“jangkauan” manusia (yang lazimnya disebut sebagai korban 
bencana alam), yaitu seperti korban letusan gunung berapi, 
korban banjir, korban gempa bumi dan lain-lain.  
Menurut Andi Matalatta, pengertian korban yang mendasari 
lahirnya kajian viktimologi, pada awalnya hanya terbatas pada 
korban kejahatan, yaitu korban yang timbul sebagai akibat dari 
pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materiil.2  
 
 
                                                          
2 JE. Sahetapy, Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimasi, Bandung, 
1995. hal. 65 
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2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan bagian 
yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara 
keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. 
Oleh sebab itu memberikan perlindungan kepada individu korban 
malpraktek sekaligus juga mengandung pengertian memberikan 
pula perlindungan kepada masyarakat, karena eksistensi individu 
dalam hal ini adalah sebagai unsur bagi pembentukan suatu 
masyarakat, atau dengan kata lain, bahwa masyarakat adalah 
terdiri dari individu-individu, oleh karena itu, antara masyarakat 
dan individu saling tali-menali. Konsekuensinya. “Perkembangan 
Pandangan Statistik Kriminal:3 adalah, bahwa antara individu dan 
masyarakat saling mempunyai hak dan kewajiban. Walaupun 
disadari bahwa antara masyarakat dan individu, dalam banyak hal 
mempunyai kepentingan yang berbeda, akan tetapi harus terdapat 
“keseimbangan” pengaturan antara hak dan kewajiban di antara 
keduanya itu.  
Dilakukannya kejahatan terhadap seseorang anggota 
masyarakat, akan menghancurkan sistem kepercayaan yang telah 
melembaga dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi 
untuk mengembalikan kepercayaan tersebut karena masyarakat 
                                                          
3 Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandungan - 
Ambarawa 14 s/d 30 Nopember 1994). 
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dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (system 
of institutionalized trust).4  
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, kalau korban 
merupakan unsur-unsur tindak pidana, maka dapatlah dikatakan 
korban malpraktek mempunyai hak, kewajiban, peranan dan 
tanggung jawab dalam terjadinya tindak pidana malpraktek. 
Dengan pengakuan bahwa korban adalah subyek yang 
berhadapan dengan subyek lain yakni pelaku. Argumen lain untuk 
mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban malpraktek 
adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (social contract 
argument) dan argumen solidaritas sosial (social solidarity. 
argument).5  
Perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum. Ganti kerugian seperti ini disebut sebagai 
“kompensasi”. Restitusi dan kompensasi merupakan bagian atas 
kebijakan dalam upaya mengurangi penderitaan korban. Tujuan 
membuat kebijakan guna mengurangi penderitaan bagi korban, 
oleh Mandelson, yang dikutip oleh Iswanto, dikatakan sebagai 
tujuan yang terpenting, karena dengan demikian akan dapat lebih 
memberdayakan masyarakat serta menjamin kehidupannya. Jenis 
kerugian yang diderita oleh korban, bukan saja dalam bentuk fisik 
seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyembuhan 
                                                          
4 Muladi, Op.Cit. hal. 5. 
5 Ibid, hal. 114 
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luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun 
keuntungan yang mungkin akan diperoleh, tetapi juga kerugian 
yang bersifat nonfisik yang sukar bahkan mungkin tidak dapat 
dinilai dengan uang. Konsep Perlindungan Korban Kejahatan 
sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya, suatu 
peristiwa kejahatan tentunya pelaku dan korbanlah yang menjadi 
tokoh utama yang sangat berperan. Menurut Barda Nawawi Arief, 
pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna 
yaitu:6 
1. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak 
menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan 
HAM atau untuk kepentingan hukum seseorang);  
 
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk 
memperoleh jaminan/santunan hukum atas 
penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban 
tidak pidana” (Identik dengan penyantunan korban). 
Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik 
(rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara 
lain, dengan permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, 
kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), 
dan sebagainya:  
 
Dari dua makna perlindungan korban tersebut, maka pada 
dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara 
langsung oleh hukum, yaitu bersifat preventif berupa perlindungan 
hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan represif 
berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum 
atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tidak 
                                                          
6 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana  dalam 
Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007,  hal. 61. 
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pidana Terkait dua sifat perlindungan korban yang dapat diberikan 
oleh hukum tersebut, maka pada hakikatnya perlindungan yang 
bersifat preventif dan represif memegang peranan yang sama 
pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat 
mengingat masyarakat yang telah menjadi korban tidak boleh 
begitu saja dibiarkan menderita tanpa ada upaya perlindungan 
apapun dari negara dan sebaliknya mencegah masyarakat 
menjadi korban juga merupakan titik tekan yang utama. Konsep 
perlindungan korban selama ini dipandang sebagai hak hukum 
pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak 
asasi mahusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi 
manusia dapat di pandang sebagai hak hukum. Apabila konsep 
hak asasi manusia di pandang sebagai hak hukum, maka 
mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu:7  
1. Kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani 
kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau 
memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan 
2. Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi. 
Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak 
korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggamya hak asasi 
yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban 
                                                          
7 Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan  
(Antara Norma dan Realita), Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006, hal 162 
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kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, di antaranya 
sebagai berikut:8 
a. Teori utilitas  
Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar 
bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan 
pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang 
memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan 
dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi 
korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum 
pidana secara keseluruhan.  
b. Teori tanggung jawab 
Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) 
bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang 
dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu 
tindak pidana yang mengakibatkan orang lain tenderita 
kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus 
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, 
kecuali ada alasan yang membebaskannya.  
c. Teori ganti kerugian 
Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahnya 
terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani 
kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban 
                                                          
8 Ibid, hal. 162-163 
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atau ahli warisnya. Konsep perlindungan terhadap korban 
secara teoritis dapat dilakukan berbagai cara, yaitu baik 
melalui langkah-langkah yuridis yang diiringi juga dengan 
langkah non-yuridis dalam bentuk tindakantindakan 
pencegahan. Konsep perlindungan terhadap korban 
kejahatan diberikan tergantung pada jenis 
penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai 
contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya 
bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah 
memadai apabila tidak disertai upaya pemulihan mental 
korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita 
kerugian secara material (seperti, harta bendanya hilang) 
pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. 
Bertolak dari uraian di atas, maka kerugian/penderitaan 
yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat 
fisik/materiil (dapat diperhitungkan- dengan uang) dan yang 
sifatnya immaterial (misalnya berupa perasaan takut, sedih, 
sakit, kejutan psikis, dan lain-lain).  
Arif Gosita telah berusaha merumuskan secara rinci hak-
hak dan kewajiban korban yang seharusnya melekat pada korban, 
antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Hak Korban  
a) Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas 
penderitaannya, sesuai dengan taraf kererlibatan 
korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.  
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b) Berhak menolak, kompensasi untuk kepentingan 
pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi) 
karena tidakmemerlukannya. 
c) Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya 
bila si korban meninggal dunia karena tindakan 
tersebut.  
d) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.  
e) Berhak mendapat kembali hak miliknya. 
f) Berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan 
membahayakan dirinya.  
g) Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak 
pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.  
h) Berhak mendapat bantuan penasehat hukum.  
i) Berhak mempergunakan upaya hukum 
(rechtmiddelen). 
 
2.   Kewajiban Korban  
a) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan 
pembalasan (main hakim sendiri).  
b) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah 
pembuatan korban lebih banyak lagi.  
c) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh 
diri sendiri maupun oleh orang lain.  
d) Ikut serta membina pembuat korban.  
e) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak 
menjadi korban lagi.  
f) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan 
kemampuan pembuat korban.  
g) Memberikan kesempatan kepada pembuat korban 
untuk membayarkan restitusi pada pihak korban 
sesuai dengan kemampuannya (mencicil 
bertahap/imbalan jasa).  
h) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri 
dan ada jaminan. Uraian yang terperinci mengenai 
hak-hak dan kewajiban korban oleh Gosita sangat 
bermanfaat untuk informasi dan kepentingan praktis 
bagi korban atau keluarga korban, pembuat kejahatan 
serta anggota masyarakat lainnya. Dalam kaitan ini, 
peranan korban perlu dikaji agar dalam 
mempertimbangkan tingkat kesalahan pembuat 
kejahatan benar-benar sesuai dengan derajat 
kesalahan yang dilakukan, agar pembuat, dan korban 
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masing-masing diberi tanggung jawab atas terjadinya 
suatu tindak pidana secara adil.9 
 
B. Tinjauan Tentang Malpraktek Tenaga Medis  
Malpraktek Medis adalah suatu tindakan medis yang dilakukan 
oleh tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar tindakan 
sehingga merugikan pasien, hal ini dikategorikan sebagai kealpaan 
atau kesengajaan dalam hukum pidana. Malpraktek medis menurut 
Kamus besar Bahasa Indonesia adalah praktik paktek kedoteran yang 
dilakukan salah atau tidak tepat menyalahi undang-undang atau kode 
etik.10 Malpraktek medis menurut J. Guwandi meliputi tindakan-
tindakan sebagai berikut :  
1. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan 
oleh seorang tenaga kesehatan.  
2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau 
melalaikan kewajiban. 
3. Melanggar suatu ketentuan menurut perundang-
undangan.11 
 
Selanjutnya dari beberapa pendapat pakar Guwandi 
memberikan pengertian bahwa malpraktek dalam arti luas dibedakan 
antara tindakan yang dilakukan12:  
1. Dengan sengaja (dolus, Vorsatz, intentional) yang dilarang 
oleh Peraturan Perundang-undangan, seperti dengan 
sengaja melakukan abortus tanpa indikasi medis, 
                                                          
9Diakses dari  http://feris-eri.blogspot.com/2013/05/makalah-hukum-kesehatan-
khususnya.html 
10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
Depdikbud, Jakarta, 1990 Cetakan ke 3, hal, 551 
11 J. Guwandi, Hukum Medik (Medical Law), Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
Jakarta, 2004, hal. 24. 
12 Ibid 
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euthanasia, memberikan keterangan medis yang isinya 
tidak benar.  
2. Tidak dengan sengaja (negligence, culpa) atau karena 
kelalaian, misal: menelantarkan pengobatan pasien, 
sembarangan dalam mendiagnosis penyakit pasien.  
 
Selanjutnya dikatakan perbedaan antara malpraktek murni 
dengan kelalaian akan lebih jelas jika dilihat dari motif perbuatannya 
sebagai berikut :13 
1. Pada malpraktek (dalam arti sempit), tindakannya dilakukan secara 
sadar, dan tujuan dari tindakan memang sudah terarah pada 
akibat  yang hendak ditimbulkan atau tidak peduli terhadap 
akibatnya, walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui 
bahwa tindakannya adalah bertentangan dengan hukum yang 
berlaku.  
2. Pada kelalaian, tindakannya tidak ada motif atau tujuan untuk 
menimbulkan akibat. Timbulnya akibat disebabkan kelalaian yang 
sebenarnya terjadi di luar kehendaknya. Dengan demikian di 
dalam malpraktek medis terkandung unsur-unsur kesalahan yang 
tidak berbeda dengan pengertian kesalahan didalam hukum 
pidana, yaitu adanya kesengajaan atau kelalaian termasuk juga 
delik omissi yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun 
inmmateriil terhadap pasien. Dalam perkembangannya malpraktek 
medis harus dibedakan dengan kecelakaan medis (medical 
mishap, misadventure, accident).  
                                                          
13 Ibid 
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Di dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga kesehatan 
berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul 
dugaan adanya kesalahan praktek sudah seharusnyalah diukur atau 
dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari 
sudut pandang etika disebut ethical malpractice dan dari sudut 
pandang hukum disebut yuridical malpractice. Hal ini perlu difahami 
mengingat dalam profesi tenaga perawatan berlaku norma etika dan 
norma hukum, sehingga apabila ada kesalahan praktek perlu dilihat 
domain apa yang dilanggar. Karena antara etika dan hukum ada 
perbedaan-perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, 
otoritas, tujuan dan sangsi, maka ukuran normatif yang dipakai untuk 
menentukan adanya ethical malpractice atau yuridical malpractice 
dengan sendirinya juga berbeda. 
Hal ini oleh karena keduanya sepintas tampak sama, walaupun 
sebenarnya mempunyai unsur yang berbeda sehingga mempengaruhi 
pertanggungjawaban pidananya. Dalam malpraktek medis (medical 
malpractice) dokter yang melakukannya telah memenuhi unsur-unsur 
kesalahan, seperti adanya kesengajaan dan kelalaian, kecerobohan 
serta tidak melakukan kewajibannya (omissi) sebagaimana ditentukan 
. dalam standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional 
dalam menangani penyakit pasien, sehingga peristiwa malpraktek 
dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Sementara itu kecelakaan 
medis (medical mishap/medical accident) merupakan sesuatu yang 
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dapat dimengerti, dimaafkan dan tidak dipersalahkan, karena dalam 
kecelakaan medis dokter sudah bersikap hati-hati, teliti dengan 
melakukan antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya akibat-akibat 
pada pasien sesuai dengan standar pelayanan medis dan standar 
prosedur operasional, namun kecelakaan (akibat yang tidak 
diharapkan) timbul juga.  
Secara garis besar malprakltek dibagi dalam dua golongan 
besar yaitu mal praktik medik (medical malpractice) yang biasanya 
juga meliputi malpraktik etik (etichal malpractice) dan malpraktek 
yuridik (yuridical malpractice). Sedangkan malpraktik yurudik dibagi 
menjadi tiga yaitu malpraktik perdata (civil malpractice), malpraktik 
pidana (criminalmalpractice) dan malpraktek administrasi Negara 
(administrative malpractice). 
1. Malpraktik Medik (medical malpractice) 
John.D.Blum merumuskan bahwa : 
”Medical malpractice is a form of professional negligence in 
whice miserable injury occurs to a plaintiff patient as the direct 
result of an act or omission by defendant practitioner”. 
(malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian professional 
yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien / 
penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan ataupun 
pembiaran oleh dokter/terguguat).14 
 
Sedangkan rumusan yang berlaku di dunia kedokteran 
menjelaskan Malpraktek adalah perbuatan yang tidak benar dari 
suatu profesi atau kurangnya kemampuan dasar dalam 
melaksanakan pekerjaan. Seorang dokter bertanggung jawab atas 
                                                          
14 Diakses dari http://paradipta.blogspot.com/2011/02/malpraktik.html 
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terjadinya kerugian atau luka yang disebabkan karena malpraktik), 
sedangkan junus hanafiah merumuskan malpraktik medik adalah 
kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat 
keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan 
dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut 
lingkungan yang sama. 
2. Malpraktik Etik (ethical malpractice) 
Malpraktik etik adalah tindakan dokter yang bertentangan 
dengan etika kedokteran, sebagaimana yang diatur dalam kode etik 
kedokteran Indonesia yang merupakan seperangkat standar etika, 
prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk dokter. 
3. Malpraktik Yuridis (juridical malpractice) 
            Malpraktik yuridik adalah pelanggaran ataupun kelalaian 
dalam pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan 
hukum positif yang berlaku. 
·         Malpraktik Yuridik meliputi: 
a. Malpraktik perdata (civil malpractice) 
Malpraktik perdata terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban 
(ingkar janji) yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana 
yang telah disepakati. Tindakan dokter yang dapat 
dikatagorikan sebagai melpraktik perdata antara lain : 
1) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib 
dilakukan 
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2) Melakukan apa yang disepakati dilakukan tapi tidak 
sempurna 
3) Melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat 
4) Melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya 
dilakukan 
5) Malpraktik Pidana (criminal malpractice) 
Malpraktik pidana terjadi, jika perbuatan yang dilakukan 
maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang 
hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan 
positif (melakukan sesuatu) maupun negative (tidak 
melakukan sesuatu) yang merupakan perbuatan tercela 
(actus reus), dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens 
rea) berupa kesengajaan atau kelalaian. Contoh malpraktik 
pidana dengan sengaja adalah : 
1) Melakukan aborsi tanpa tindakan medik 
2) Mengungkapkan rahasia kedokteran dengan sengaja 
3) Tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang 
dalam keadaan darurat 
4) Membuat surat keterangan dokter yang isinya tidak benar 
5) Membuat visum et repertum tidak benar 
6) Memberikan keterangan yang tidak benar di pengadilan 
dalam kapasitasnya sebagai ahli 
Contoh malpraktik pidana karena kelalaian: 
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1) Kurang hati-hati sehingga menyebabkan gunting 
tertinggal diperut 
2) Kurang hati-hati sehingga menyebabkan pasien luka 
berat atau meninggal 
3) Malpraktik Administrasi Negara (administrative 
malpractice) 
Malpraktik administrasi terjadi jika dokter menjalankan 
profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan 
hukum administrasi Negara. Misalnya: 
a) Menjalankan praktik kedokteran tanpa ijin 
b) Menjalankan praktik kedokteran tidak sesuai dengan 
kewenangannya 
c) Melakukan praktik kedokteran dengan ijin yang sudah 
kadalwarsa. 
d) Tidak membuat rekam medik.15 
Berikut contoh kasus-kasus malpraktik di Indonesia : 
1. Kasus malpraktek yang menimpa dr.Dewa Ayu Sasiary Prawan 
yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang 
terjadi pada tahun 2010 di rumah sakit Dr Kandau Manado , 
menimbulkan banyak reaksi dari para dokter di Indonesia, para 
dokter melakukan demo di Tugu Proklamasi, Jakarta dengan 
menggunakan Ambulans dan juga Metro mini, para dokter tersebut 
                                                          
15 Diakses dari http://mardhiyyahnurul.student.unej.ac.id/?p=6 
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melakukan demo dengan tuntutan menolak kriminalisasi profesi 
dokter. 
Kasus yang menimpa dokter ayu dan dua orang temanya tersebut 
berawal dari tuduhan pihak keluarga korban Julia Fransiska 
Makatey (25) yang meninggal dunia sesaat setelah melakukan 
operasi kelahiran anak pada tahun 2010 yang lalu. Akibat dari 
kasus tersebut dr ayu dan kedua temanya divonis oleh MA dengan 
hukuman 10 bulan penjara.16 
2. Kasus ini berawal saat Adinda terjatuh ketika tengah melakukan 
persiapan bertanding untuk Kejurnas EFI-JPEC di Sentul, Jawa 
Barat pada 6 November 2012. Kemudian Adinda menemui dokter 
Guntur di Rumah Sakit Sahid Memorial Jakarta, 13 November 
2012. 
Adinda pun mendapatkan serangkaian tindakan medis berupa 
penyuntikan dan infus dari dokter itu. Tiga minggu setelah itu, 
Adinda merasakan wajahnya membengkak dan mati rasa, tumbuh 
gundukan, daging pada punuk, badan biru-biru. Dia juga 
mengalami tremor, sakit kepala yang luar biasa, berat badan naik 
secara drastis, serta ngilu pada tulang dan otot. 
Ia pun kemudian dibawa ke Singapura, dan Beberapa dokter 
spesialis endokrinolog di Singapura memvonis Adinda terkena 
penyakit “iatrogenic cushing syndrome”. Penyakit itu diduga 
                                                          
16 Artikel diambil dari http://www.aktualpost.com/2013/11/inilah-kronologi-kasus-
malpraktek-dr-ayu-selengkapnya/ 
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merupakan akibat dari tindakan medis dokter spesialis tulang di 
rumah sakit swasta tersebut.17 
Permasalahan yang menimpa pelatih Equestrian (berkuda) ini 
bermula ketika Tahun 2012 lalu Adinda terjatuh dari kuda, ketika 
melakukan persiapan bertanding untuk Kejuaraan Nasional 
(Kejurnas) EFI-JPEC di Sentul, Jawa Barat. Atas saran dari 
keluarga Adinda, akhirnya ia menemui DR dr Eric Luis Adiwati, di 
Rumah Sakit Sahid Memorial Jakarta, 13 November 2012. 
Adinda pun mendapatkan serangkaian tindakan medis, berupa 
penyuntikan dan infus. Akibat dari tindakan medis tersebut bukan 
kesehatan yang didapat oleh dirinya melainkan penyakit baru yang 
sebelumnya tidak pernah dialaminya. Wajahnya membengkak dan 
mati rasa, tumbuh gundukan, daging pada punuk, dan badan 
membiru.  
Gugatan Adinda Yuanita terhadap kedua pihak itu telah dimasukan 
sejak sebulan lalu. Melalui kuasa hukumnya, Susy Tan, Adinda 
menggugat dr. Eric Luis Adiwati (Tergugat I) dan pihak Rumah 
Sakit Sahid Memorial Jakarta (Tergugat II) dengan gugatan 
Malpraktik. Adinda menggugat sebanyak Rp 20 miliar.18 
 
 
                                                          
17 Artikel diambil dari http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2023286/polda-selidiki-
kasus-malpraktik-rs-sahid-sahirman 
18Artikel diambil dari http://www.gatra.com/lifehealth/sehat-1/35593-kasus-malpraktik-
adinda-yuanita-dapat-perhatian-komisi-ix.html 
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C. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam 
Malpraktek Medis  
Seorang dokter yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai 
dengan standar operasional kedokteran dan standar prosedur 
tindakan medik berarti telah melakukan kesalahan atau kelalaian, 
yang selain dapat dituntut secara hukum pidana, juga dapat digugat 
ganti rugi secara perdata dalam hal pasien menderita kerugian. 
Penuntutan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika 
pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia, sedangkan 
gugatan secara perdata dapat dilakukan asal pasien menderita 
kerugian meskipun terjadi kesalahan kecil.19 Untuk menentukan 
pertanggungjawaban pidana bagi seorang dokter yang melakukan 
perbuatan malpraktek medis, diperlukan pembuktian adanya unsur-
unsur kesalahan, yang dalam hukum pidana dapat berbentuk 
kesengajaan dan kelalaian. Perbuatan malpraktek medis yang 
dilakukan dengan kesengajaan, tidaklah rumit untuk membuktikannya. 
Definisi kelalaian medis menurut Leenen sebagai kegagalan 
dokter untuk bekerja menurut norma “medische profesionele standard” 
yaitu bertindak dengan teliti dan hati-hati menurut ukuran standar 
medis dari seorang dokter dengan kepandaian rata-rata dari golongan 
yang sama dengan menggunakan cara yang selaras dalam 
                                                          
19Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 43  
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perbandingan dengan tujuan pengobatan tersebut,20 sehingga 
seorang dokter dapat disalahkan dengan kelalaian medis apabila 
dokter menunjukkan kebodohan serius, tingkat kehati-hatian yang 
sangat rendah dan kasar sehingga sampai menimbulkan cedera atau 
kematian pada pasien. 
 
D. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Pasien  
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen (UUPK), maka hukum positif yang berlaku bagi 
perlindungan konsumen adalah UUPK. Namun dalam Pasal 64 
tentang aturan peralihan, dinyatakan bahwa: “Segala ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen 
yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan dinyatakan 
tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak 
bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Kemudian 
dalam penjelasan Pasal 64 tersebut dicantumkan beberapa peraturan 
perundang-undangan yang dimaksud di antaranya undang-undang 
republik indonesia  UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan  (UU 
Kesehatan/UUK). Dengan demikian maka dalam 
mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
sebagai perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen jasa 
pelayanan kesehatan, berlaku pula Undang-Undang No. 36 tahun 
2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 
                                                          
20 J. Guwandi, Opcit, hal. 32 
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Tentang tenaga kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran, undang-undang Nomor 20  tahun 2013 
tentang pendidikan kedokteran  dan berbagai peraturan perundang-
undangan lainnya termasuk pula Keputusan Menteri Kesehatan R.I. 
Nomor: 434/Men.Kes/SK/X/l993 tentang Pengesahan dan 
pemberlakuan Kode Etik Kedokteran Indonesia.  
 
E. Hubungan Hukum antara Pasien dengan Dokter  
Hubungan antara pasien dengan rumah sakit, dalam hal ini 
terutama dokter, memang merupakan hubungan antara penerima 
dengan pemberi jasa. Hubungan antara dokter dan pasien pada 
umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif21. 
Namun perlu disadari bahwa dokter tidak bisa disamakan dengan 
pemberi/penjualan jasa pada umumnya. 
Hubungan ini terjadi pada saat pasien mendatangi dokter/pada 
saat pasien bertemu dengan dokter dan dokterpun memberikan 
pelayanannya maka sejak itulah telah terjadi suatu hubungan 
hukum22. Selain itu, dokter sebagai professional menjadi anggota 
organisasi profesi yang memiliki Peraturan sendiri (Self Regulation) 
yang diakui keabsahannya yang disebut sebagai Kode Etik. Dokter 
juga memiliki sumpah/janji yang harus diucapkan dan dihayati dalam 
hati serta dipakai sebagai pedoman dalam perilakunya. Tidak kalah 
                                                          
21 Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 1996, hal. 42.  
22 Safitri Hariyani, Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian antara Dokter dan Pasien,  
Diadit Media, Jakarta, 2005, hal. 10.  
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pentingnya adalah fungsi sosial yang melekat pada rumah sakit 
sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat 2 UU Kesehatan yang 
berbunyi “Sarana kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan fungsi 
sosial”.  
Menurut penjelasan Pasal 30  ayat 1 dan 2 Undang-undang 
Kesehatan No 36 tahun 2009 menjelaskan bahwa :  
(1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri 
atas : 
a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan 
b. pelayanan kesehatan masyarakat. 
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; 
b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan 
c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. 
Jadi menurut ketentuan UU Kesehatan, rumah sakit milik 
swasta juga harus memberikan pelayanan kesehatan kepada 
golongan masyarakat tidak mampu dengan tidak mencari keuntungan. 
Ketentuan UU Kesehatan ini sesuai pula dengan Pasal 3 Kode Etik 
Kedokteran Indonesia yang menyatakan bahwa seorang dokter dalam 
menjalankan profesinya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan 
pribadi. Sedangkan bagi rumah sakit telah diatur pula pada Pasal 3 
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Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), yang berbunyi: “Rumah 
sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara 
berkesinambungan serta tidak mendahulukan biaya”. Dengan 
memperhatikan ketentuan UU Kesehatan yang kemudian dipertegas 
dengan Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia, 
maka jelas bahwa rumah sakit/dokter baik pemerintah maupun swasta 
harus memberikan pelayanan kesehatan tanpa mempertimbangkan 
keuntungan pribadi.  
 
F. Tanggung Jawab Dokter Dalam Upaya Pelayanan Medis23 
Dokter sebagai tenaga profesional adalah bertanggung jawab 
dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam 
menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu 
berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya 
yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan 
standar profesinya untuk menyembuhkan/menolong pasien. Antara 
lain adalah:24  
1. Tanggung Jawab Etis  
Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang 
dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik 
Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan 
Menteri Kesehatan No 434/Men Kes/SK/X/1983. Kode Etik 
                                                          
23Endang Kusuma Astuti, Tanggungjawab Hukum Dokter dalam Upaya Pelayanan Medis 
Kepada Pasien: Aneka Wacama tentang Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal. 83.   
24 ibid  
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Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan 
international Code of Medical Ethics dengan landasan idiil 
Pancasila dan landasan Strukturil UUD 1945. Kode Etik 
Kedokteran Indonesia ini mengatur hubungan antar manusia yang 
mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter 
dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan 
kewajiban dokter terhadap diri sendiri. 
Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, 
sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan 
pelanggaran etik kedokteran. Berikut diajukan beberapa contoh:25  
a) Pelanggaran Etik murni  
1) Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan 
jasa dari keluarga sejawat dan dokter gigi.  
2) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya. 
3) Memuji diri sendiri di hadapan pasien  
4) Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang 
berkesinambungan  
5) Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.  
b) Pelanggaran Etikolegal 
1) Pelayanan dokter dibawah standar  
2) Menertibkan surat keterangan palsu  
3) Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter  
                                                          
25 ibid 
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4) Abortus provokatus  
2. Tanggung Jawab Profesi  
Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan 
profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan:26  
a) Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lain Dalam 
menjalankan tugas profesinya seorang dokter harus 
mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang 
keahlian yang ditekuninya. Dengan dasar ilmu yang diperoleh 
semasa pendidikan yang ditekuninya di fakultas kedokteran 
maupun spesialisasi dan pengalamannya untuk menolong 
penderita.  
b) Derajat risiko perawatan, derajat resiko perawatan diusahakan 
untuk sekecil-kecilnya, sehingga efek samping dari pengobatan 
diusahakan minimal mungkin. Disamping itu mengenai derajat 
risiko perawatan harus diberitahukan terhadap penderita 
maupun keluarganya, sehingga pasien dapat memilih alternatif 
dari perawatan yang diberitahukan oleh dokter.  
c) Peralatan perawatan perlunya dipergunakan pemeriksaan 
dengan menggunakan peralatan perawatan, apabila dari hasil 
pemeriksaan luar kurang didapatkan hasil yang akurat sehingga 
diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat.  
3. Tanggung Jawab Hukum  
                                                          
26 Hermien Hardiati Koeswadji, Hukum Kedokteran. Studi tentang Hubungan Hukum  
dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak, PT. Aditya Bakti, Jakarta, 1998, hal. 131 
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Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” 
dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan 
profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum 
terbagi 3 (tiga) bagian, yaitu tanggung jawab hukum dokter dalam 
bidang hukum perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung 
jawab hukum administrasi27. 
a) Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata 
1) Tanggung Jawab Hukum Perdata Karena Wanprestasi 
Pengertian wanprestasi ialah suatu keadaan dimana 
seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan 
pada suatu perjanjian atau kontrak. Pada dasarnya 
pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk 
memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh 
pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan 
hukum dari tindakan dokter.  
 Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap 
melakukan wanprestasi apabila : Tidak melakukan apa yang 
disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan 
tetapi terlambat dan melaksanakan apa yang dijanjikan, 
tetapi tidak sebagaimana dijanjikan serta melakukan sesuatu 
yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 
                                                          
27 Ninik Maryati, Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata, PT. Bina  
Aksara, Jakarta, 1998, hal. 5.  
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Sehubungan dengan masalah ini, maka wanprestasi yang 
dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata seorang dokter 
adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam 
suatu perjanjian yang telah dia adakan dengan pasiennya. 
Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan 
atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila 
memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian 
tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk 
melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila 
pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter 
memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam 
hal ini pasien akan membayar sejumlah honorarium. 
Sedangkan dokter sebenarnya harus melakukan prestasi 
menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi 
penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga 
seorang dokter hanya mengikatkan dirinya untuk 
memberikan bantuan sedapat-dapatnya, sesuai dengan ilmu 
dan ketrampilan yang dikuasainya. Artinya, dia berjanji akan 
berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan 
pasien. 
Dalam gugatan atas dasar wanprestasi ini, harus dibuktikan 
bahwa dokter itu benar-benar telah mengadakan perjanjian, 
kemudian dia telah melakukan wanprestasi terhadap 
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perjanjian tersebut (yang tentu saja dalam hal ini senantiasa 
harus didasarkan pada kesalahan profesi). Jadi di sini 
pasien harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak 
dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi 
medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik. Tetapi 
dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya, 
karena pasien juga tidak mempunyai cukup informasi dari 
dokter mengenai tindakan-tindakan apa saja yang 
merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik. 
Hal ini yang sangat sulit dalam pembuktiannya karena 
mengingat perikatan antara dokter dan pasien adalah 
bersifat inspaningsverbintenis.  
2) Tanggung Jawab Hukum Perdata Dokter Karena Perbuatan 
Melanggar Hukum (Onrechtmatige dead) 
Tanggung jawab karena kesalahan merupakan  bentuk 
klasik pertanggungjawaban perdata. Berdasar tiga prinsip 
yang diatur  dalam Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut : 
Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Pasien dapat menggugat seorang dokter oleh 
karena dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang 
melanggar hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan 
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bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa 
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian 
tersebut”. 
Undang-undang sama sekali tidak memberikan batasan 
tentang perbuatan melawan hukum, yang harus ditafsirkan 
oleh peradilan. Semula dimaksudkan segala sesuatu yang 
bertentangan dengan undang-undang, jadi suatu perbuatan 
melawan undang-undang. Akan tetapi sejak tahun 1919 
yurisprudensi tetap telah memberikan pengertian yaitu setiap 
tindakan atau kelalaian baik yang : (1) Melanggar hak orang 
lain; (2) Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri; 
(3) Menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat 
istiadat yang baik); (4) Tidak sesuai dengan kepatuhan dan 
kecermatan sebagai persyaratan tentang diri dan benda 
orang seorang dalam pergaulan hidup. 
Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan. 
Untuk menentukan seorang pelaku perbuatan melanggar 
hukum harus membayar ganti rugi, haruslah terdapat 
hubungan erat antara kesalahan dan kerugian yang 
ditimbulkan. Berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata Seorang dokter selain dapat dituntut atas 
dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut di 
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atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga 
menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini 
diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, yang bunyinya sebagai berikut : “Setiap orang 
bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian 
yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. 
Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban 
tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya 
sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari 
tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. 
(Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 
Dengan demikian maka pada pokoknya ketentuan Pasal 
1367 BW mengatur mengenai pembayaran ganti rugi oleh 
pihak yang menyuruh atau yang memerintahkan sesuatu 
pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain 
tersebut. 
Nuboer Arrest ini merupakan contoh yang tepat dalam hal 
melakukan tindakan medis dalam suatu ikatan tim. Namun 
dari Arrest tersebut hendaknya dapat dipetik beberapa 
pengertian untuk dapat mengikuti permasalahannya lebih 
jauh. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1367 
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BW, maka terlebih dahulu perlu diadakan identifikasi 
mengenai sampai seberapa jauh tanggung jawab perdata 
dari para dokter pembantu Prof. Nuboer tersebut. Pertama-
tama diketahui siapakah yang dimaksudkan dengan 
bawahan. Adapun yang dimaksudkan dengan bawahan 
dalam arti yang dimaksud oleh Pasal 1367 BW adalah pihak-
pihak yang tidak dapat bertindak secara mandiri dalam 
hubungan dengan atasannya, karena memerlukan 
pengawasan atau petunjuk-petunjuk lebih lanjut secara 
tertentu. 
Sehubungan dengan hal itu seorang dokter harus 
bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh 
bawahannya yaitu para perawat, bidan dan sebagainya. 
Kesalahan seorang perawat karena menjalankan perintah 
dokter adalah tanggung jawab dokter.  
b) Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum pidana     
Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum 
masyarakat, dalam perkembangan selanjutnya timbul 
permasalahan tanggung jawab pidana seorang dokter, 
khususnya yang menyangkut dengan kelalaian, hal mana 
dilandaskan pada teori-teori kesalahan dalam hukum pidana. 
Tanggung jawab pidana di sini timbul bila pertama-tama dapat 
dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan 
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dalam diagnosa atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan 
atau perawatan.  
Dari segi hukum, kesalahan / kelalaian akan selalu berkait 
dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang 
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dapat 
menginsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya, dapat 
menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam 
pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan niat/ 
kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut. 
Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai criminal 
malpractice apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu : 
Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan 
dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, 
kecerobohan atau kealpaan. 
Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di 
bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam : Pasal 359,360 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Ada perbedaan penting antara tindak pidana biasa dengan 
‘tindak pidana medis’. Pada tindak pidana biasa yang terutama 
diperhatikan adalah ‘akibatnya’, sedangkan pada tindak pidana 
medis adalah ‘penyebabnya’. Walaupun berakibat fatal, tetapi 
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jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya 
tidak dapat dipersalahkan. 
Beberapa contoh dari criminal malpractice yang berupa 
kesengajaan adalah melakukan aborsi tanpa indikasi medis, 
membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan 
seseorang yang dalam keadaan emergency, melakukan 
eutanasia, menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak 
benar, membuat visum et repertum yang tidak benar dan 
memberikan keterangan yang tidak benar di sidang pengadilan 
dalam kapasitas sebagai ahli. 
Penentuan bahwa adanya penyimpangan dari standar profesi 
medis (Dereliction of The Duty) adalah sesuatu yang didasarkan 
atas fakta-fakta secara kasuistis yang harus dipertimbangkan 
oleh para ahli dan saksi ahli. Namun sering kali pasien 
mencampuradukkan antara akibat dan kelalaian. Bahwa timbul 
akibat negatif atau keadaan pasien yang tidak bertambah baik 
belum membuktikan adanya kelalaian. Kelalaian itu harus 
dibuktikan dengan jelas. Harus dibuktikan dahulu bahwa dokter 
itu telah melakukan ‘breach of duty’. 
Sebaliknya jika tidak ada kerugian, maka juga tidak ada 
penggantian kerugian. Direct causal relationship berarti bahwa 
harus ada kaitan kausal antara tindakan yang dilakukan dengan 
kerugian yang diderita.  
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c) Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum 
administrasi  
Dikatakan pelanggaran administrative malpractice jika dokter 
melanggar hukum tata usaha negara. Contoh tindakan dokter 
yang dikategorikan sebagai administrative malpractice adalah 
menjalankan praktek tanpa ijin, melakukan tindakan medis yang 
tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki, melakukan praktek 
dengan menggunakan ijin yang sudah daluwarsa dan tidak 
membuat rekam medis. 
Menurut peraturan yang berlaku, tidak dibenarkan melakukan 
tindakan medis yang melampaui batas kewenangan yang telah 
ditentukan. Meskipun seorang dokter ahli kandungan mampu 
melakukan operasi amandel namun lisensinya tidak 
membenarkan dilakukan tindakan medis tersebut. Jika 
ketentuan tersebut dilanggar maka dokter dapat dianggap telah 
melakukan administrative malpractice dan dapat dikenai sanksi 
administratif, misalnya berupa pembekuan lisensi untuk 
sementara waktu. 
Pasal 11   UU no. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, 
sanksi administratif dapat dijatuhkan terhadap dokter yang 
melalaikan kewajiban,  melakukan suatu hal yang seharusnya 
tidak boleh diperbuat oleh seorang dokter, baik mengingat 
sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai dokter, 
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mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh dokter 
dan melanggar ketentuan menurut atau berdasarkan   UU no. 
36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.28 
 
  
                                                          
28 Diakses di http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/292/304 pada 
tanggal 05 april 2015 pukul 22.23 wita. 
40 
BAB III                                                                                                        
METODE PENELITIAN 
 
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah 
kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana di 
bidang medis saat ini. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan 
terhadap masalah ini tidak dapat terlepas dari pendekatan yang 
berorientasi pada kebijakan. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa 
pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling tali menali antara 
pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, 
pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi 
pada nilai.29 .  Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap 
substansi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap 
korban tindak pidana dibidang medis, baik hukum positif yang berlaku 
sekarang (ius constitutum) maupun hukum yang dicita-citakan (ius 
constituendum).  
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian skripsi ini nantinya, penulis memilih lokasi 
penelitian Kota Makassar khususnya di Rumah Sakit dan Pengadilan 
Negeri. Hal ini menjadi pertimbangan karena lokasi tersebut srategis 
dan mudah untuk mendapatkan informasi mengenai korban dibidang 
                                                          
29 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 
Pidana  Penjara, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996, hal. 61. 
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medis, sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data 
yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan. 
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan 
pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat 
dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, bersumber 
dari data sekunder sebagai berikut:  
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 
seperti peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan 
dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap korban 
tindak pidana di bidang medis yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak 
terkait dengan penulisan skripsi ini, dalam hal ini pasien sebagai 
korban tindak pidana dibidang medis, Dokter sebagai pelaku 
tindak pidana dibidang medis, serta pakar hukum pidana. 
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer, UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, 
Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 
Konsep KUHP Terbaru, makalah-makalah dan hukum kesehatan, 
dan lain-lain yang diperoleh melalui studi  kepustakaan terhadap 
berbagai macam bahan bacaan berupa buku-buku literatur, 
peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan 
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ilmiah dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan 
masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
 
C. Metode Penelitian 
Penelitian tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap 
korban tindak pidana di bidang medis ini menggunakan pendekatan 
yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis 
data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum 
sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam 
sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan 
manusia. 
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum 
normatif atau kepustakaan ini mencakup : 
1) penelitian terhadap asas-asas hukum;  
2) penelitian terhadap sistematika hukum; 
3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;  
4) perbandingan hukum; dan  
5) sejarah hukum.30  
 
 
 
 
                                                          
30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan 
Singkat”,  Jakarta, n PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 14 
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D. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan 
informasi yang dibutuhkan melalui metode : 
1. Metode penelitian lapangan  
Adalah suatu cara memperoleh data dengan melakukan penelitian 
langsung dilapangan melalui proses wawancara atau 
pembicaraan langsung dengan korban, dokter, dan pakar hukum. 
2. Metode penelitian kepustakaan.  
Metode ini merupakan upaya untuk mendapatkan data-data 
sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa tulisan-tulisan 
ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori par ahli melalui 
berbagai media. 
 
E. Analisa Data  
Data dianalisis secara yuridis normatif, yaitu normatif karena 
penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai 
norma hukum positif untuk dijadikan dasar hukum, sedangkan yuridis  
berarti analisis data yang menggali informasi pada narasumber secara 
langsung. 
 
 
 
 
 
44 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Tuntutan terhadap malpraktik kedokteran seringkali kandas di 
tengah jalan karena sulitnya pembuktian. Dalam hal ini pihak dokter perlu 
membela diri dan mempertahankan hak-haknya dengan mengemukakan 
alasan-alasan atas tindakannya. Baik penggugat dalam hal ini pasien, 
pihak dokter maupun praktisi (hakim dan jaksa) mendapat kesulitan dalam 
menghadapi masalah malpraktik kedokteran ini, terutama dari sudut teknis 
hukum atau formulasi hukum yang tepat untuk digunakan. Masalahnya 
terletak pada belum adanya hukum dan kajian hukum khusus tentang 
malpraktik kedokteran yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan 
dan  menanggulangi  adanya malpraktik kedokteran di Indonesia. Untuk 
itu maka perlu dikaji kembali kebijakan formulasi hukum pidana yang 
dapat dikaitkan dengan kelalaian atau malpraktik kedokteran khususnya di 
dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban mapraktik dalam 
hal ini adalah pasien. 
  Sementara praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang 
dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh 
kelompok profesional kedokteran tertentu yang memiliki kompetensi yang 
memenuhi standar tertentu, diberi kewenangan oleh institusi yang 
berwenang di bidang itu dan bekerja sesuai dengan standar dan 
profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesinya. 
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            Secara teoritis-konseptual, antara masyarakat profesi dengan 
masyarakat umum terjadi suatu kontrak (mengacu kepada doktrin social-
contract), yang memberi masyarakat profesi hak untuk melakukan self-
regulating (otonomi profesi) dengan kewajiban memberikan jaminan 
bahwa profesional yang berpraktek hanyalah profesional yang kompeten 
dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan standar. 
            Sikap profesionalisme adalah sikap yang bertanggungjawab, 
dalam arti sikap dan perilaku yang akuntabel kepada masyarakat, baik 
masyarakat profesi maupun masyarakat luas (termasuk klien).  Beberapa 
ciri profesionalisme tersebut merupakan ciri profesi itu sendiri, seperti 
kompetensi dan kewenangan yang selalu "sesuai dengan tempat dan 
waktu", sikap yang etis sesuai dengan etika profesinya, bekerja sesuai 
dengan standar yang ditetapkan oleh profesinya, dan khusus untuk profesi 
kesehatan ditambah dengan sikap altruis (rela berkorban). Uraian dari ciri-
ciri tersebutlah yang kiranya harus dapat dihayati dan diamalkan agar 
profesionalisme tersebut dapat terwujud. 
A. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Korban Terhadap 
Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pihak Medis (Dokter) 
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana medis yang 
dilakukan oleh seorang dokter  atau biasa disebut Malpraktek belum 
diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, namun jika 
dilihat dari sudut pandang hukum secara keseluruhan maka, beberapa 
peraturan perundang-undangan sangat terkait dengan tindak pidana ini 
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yaitu KUHP, Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 
Kesehatan/UUK) dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran dan berbagai peraturan perundang-undangan 
lainnya termasuk pula Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor: 
434/Men.Kes/SK/X/l993 tentang Pengesahan dan pemberlakuan Kode 
Etik Kedokteran Indonesia.  
Menurut Dr. M. Ilham Hamzah DE.S.S Kabag Hukum Dan 
Humas RSUD.Dr. Wahidin Sudirihusodo Makassar 31 bahwa Fungsi 
dari bagian hukum dan Humas RSUD Dr. Wahidin sudirohusodo, 
adalah : 
1. Hukum dan kemitraan yang berfungsi memberikan pendampingan 
hukum kepada staf rumah sakit yang mengalami tuntutan hukum 
2. Melakukan sosialisasi terhadap aturan dan perundang-undangan 
yang berhubumgan dengan rumah sakit 
3. Melakukan kerjasama dengan mitra kerja khusus dalam pembuatan 
perjanjian kerjasama 
Pihak rumah sakit tidak bertanggungjawab secara langsung 
kepada pihak korban tindak pidana medis, namun pihak rumah sakit 
melakukan pendampingan kepada dokter yang dituduh melakukan 
malpraktek medis, kemudian memastikan bahwa dokter tersebut telah 
bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), jika memang 
terdapat kesalahan atau pun dokter tersebut tidak bekerja sesuai 
                                                          
31 wawancara 30 Juli 2015 
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dengan SOP, maka tuntutan dari pihak korban dapat diproses secara 
hukum dan diperiksa oleh  pejabat pegawai negeri tertentu di 
Departemen Kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76. Dan pihak rumah sakit menyerahkan kasus ini 
ke pengadilan. 
Lain halnya bila Pihak Rumah sakit sebagai kooporasi dan 
manajemen terbukti lalai dalam memenuhi tugas manajemennya serta 
manajemen Rumah Sakit “menyuruh melakukan’”, “membiarkan”, atau” 
turut serta melakukan” maka pihak rumah sakit tidak lepas pula dari 
proses hukum. 
Seorang dokter dapat memperoleh perlindungan hukum 
sepanjang ia melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan 
Standar Operating Procedure (SOP), serta dikarenakan adanya dua 
dasar peniadaan kesalahan dokter, yaitu alasan pembenar dan alasan 
pemaaf yang ditetapkan di dalam KUHP. Hubungan dokter dengan 
pasien haruslah berupa mitra. Dokter tidak dapat disalahkan bila 
pasien tidak bersikap jujur. Sehingga rekam medik (medical record) 
dan informed consent (persetujuan) yang baik dan benar harus 
terpenuhi.  
Cara dan tahapan mekanisme perlindungan hukum terhadap 
dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek medis adalah 
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dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia (MKDKI) yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian 
Republik Indonesia (POLRI) atas dasar hubungan lintas sektoral dan 
saling menghargai komunitas profesi.  
Dalam tahapan mekanisme penanganan pelanggaran disiplin 
kedokteran, MKDKI menentukan tiga jenis pelanggarannya yaitu 
pelanggaran etik, disiplin dan pidana. Untuk pelanggaran etik 
dilimpahkan kepada Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), 
pelanggaran disiplin dilimpahkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia 
(KKI), dan pelanggaran pidana dilimpahkan kepada pihak pasien 
untuk dapat kemudian dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau ke 
pengadilan negeri.  
Apabila kasus dilimpahkan kepada pihak kepolisian maka pada 
tingkat penyelidikannya dokter yang diduga telah melakukan tindakan 
malpraktek medik tetap mendapatkan haknya dalam hukum yang 
ditetapkan dalam Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57 Ayat 1, 
Pasal 65, Pasal 68, dan Pasal 70 Ayat 1 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan apabila kasus dilimpahkan 
kepada tingkat pengadilan maka pembuktian dugaan malpraktek 
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dapat menggunakan rekam medik (medical record) sebagai alat bukti 
berupa surat yang sah (Pasal 184 Ayat 1 KUHAP).32 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan (UU Kesehatan/UUK) pasal 189 ayat 2, menjelaskan 
bahwa Penyidik  berwenang untuk : 
1.  melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan 
tentang tindak pidana di bidang kesehatan; 
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 
tindak pidana di bidang kesehatan; 
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; 
4. melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang 
tindak pidana di bidang kesehatan; 
5.  melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti 
dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan; 
6.  meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang kesehatan; 
7. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang 
membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang kesehatan 
dalm pembuktian dan penyelidikan tindak pidana medis ini memang 
                                                          
32 Diakses di https://konsultasihukum2.wordpress.com/2010/08/19/analisis-upaya-perlindungan-
hukum-terhadap-dokter-yang-diduga-melakukan-tindakan-malpraktek-medik medis pada 
tanggal 21 Juni 2015 pukul 20.27 wita. 
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sangat sulit untuk dibuktikan karena tindak pidana ini terjadi dan 
biasanya dianggap biasa oleh pihak medis (Dokter)  namun bagi 
pihak korban ini memang tidak adil dan harus dibuktikan secara 
hukum. 
Dalam hal gugatan terhadap seorang dokter maka yang harus 
dibuktikan oleh pihak pengugat adalah adanya faktor kesalahan 
(Schuld) yang dilakukan seorang dokter terhadap korban tindak pidana 
di bidang medis yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum berupa 
DOLUS (Kesengajaan) Atau CULPA (Kealpaan). 
Dari perbuatan melawan hukum berupa DOLUS (Kesengajaan) 
Atau CULPA (Kealpaan) barulah bisa diproses lebih lanjut bila 
memang didapatkan dan dapat dibuktikan adanya kealpaan 
didalamnya dan dapat diproses secara pidana. 
Seorang dokter tidak dapat dipersalahkan karena kelalaiannya 
menghilangkan nyawa hanya karena dokter lain yang sangat pandai 
dapat menyelamatkan pasiennya,kecuali bila ia terbukti tidak 
memeriksa,tidak tau atau tidak berbuat sesuai prosedur dan 
sebagaimana seorang dokter yang baik pada umumnya mengetahui 
akan berbuat apa. 
Untuk membuktikan adanya tindak pidana dibidang medis 
tidaklah mudah, utamanya tidak diketemukannya fakta yang dapat 
berbicara sendiri (res ipsa loquitur), apalagi untuk membuktikan 
adanya tindakan menterlantarkan kewajiban (dereliction of duty) dan 
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adanya hubungan langsung antara menterlantarkan kewajiban dengan 
adanya rusaknya kesehatan (damage), yang harus melalui proses 
penyidikan yang cermat dan teliti untuk membuktikan terdapatnya 
suatu unsur DOLUS (Kesengajaan) Atau CULPA (Kealpaan) yang 
telah dilakukan oleh seorang dokter. 
Di Indonesia terdapat ketentuan informed consent yang diatur 
antara lain pada peraturan pemerintah no 18 tahun 1981 yaitu : 
1. Manusia dewasa sehat jasmani dan rohani berhak sepenuhnya 
menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. 
Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan 
dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien 
sendiri. 
2. Semua tindakan medis (diagnostic, terapuetik maupun paliatif) 
memerlukan informed consent secara lisan maupun tertulis. 
3. Setiap tindakan medis yang mempunyai resiko cukup besar, 
mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani 
pasien, setelah sebelumnya pasien memperoleh informasi yang 
kuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta 
resikonya. 
4. Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya 
dibutuhkan persetujuan lisan atau sikap diam. 
5. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, 
baik diminta maupun tidak diminta oleh pasien. Menahan informasi 
52 
tidak boleh, kecuali bila dokter/bidan menilai bahwa informasi 
tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. Dalam 
hal ini dokter dapat memberikan informasi kepada keluarga 
terdekat pasien. Dalam memberikan informasi kepada keluarga 
terdekat dengan pasien, kehadiran seorang bidan/paramedik lain 
sebagai saksi adalah penting. 
Isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan 
medis yang direncanakan, baik diagnostic, terapuetik maupun paliatif. 
Informasi biasanya diberikan secara lisan, tetapi dapat pula secara 
tertulis (berkaitan dengan informasi). 
Di dalam transaksi teraputik ada beberapa macam tanggung gugat, 
antara lain: 
1. Contractual liability 
Tanggung gugat ini timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya 
kewajiban dari hubungan kontraktual yang sudah disepakati. Di 
lapangan pengobatan, kewajiban yang harus dilaksanakan adalah 
daya upaya maksimal, bukan keberhasilan, karena health care 
provider baik tenaga kesehatan maupun rumah sakit hanya 
bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai 
standar profesi/standar pelayanan. 
2. Vicarius liability 
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Vicarius liability atau respondeat superior ialah tanggung gugat 
yang timbul atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan 
yang ada dalam tanggung jawabnya (sub ordinate), misalnya 
rumah sakit akan bertanggung gugat atas kerugian pasien yang 
diakibatkan kelalaian bidan sebagai karyawannya. 
3. Liability in tort 
Liability in tort adalah tanggung gugat atas perbuatan melawan 
hukum (onrechtmatige daad). Perbuatan melawan hukum tidak 
terbatas hanya perbuatan yang melawan hukum, kewajiban hukum 
baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, akan tetapi 
termasuk juga yang berlawanan dengan kesusilaan atau 
berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam 
pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda orang lain 
Jadi pemidanaan seorang dokter hanya dapat dilakukan apabila 
dia terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa 
DOLUS dan CULPA yang harus dibuktikan oleh pihak korban. 
Sedangkan Menurut Dr. M. Ilham Hamzah DE.S.S Kabag 
Hukum Dan Humas RSUD.Dr. Wahidin Sudirihusodo Makassar33 
bahwa Sanksi Pihak rumah sakit terhadap dokter apabila terbukti 
melakukan Malpraktek Medis, adalah: 
1. Pemberhentian Sementara selama proses perkara 
                                                          
33 Wawancara 30 Juli 2015 
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2. Gantirugi kepada pasien atau keluarga korban 
3. Mewajibkan dokter melakukan penyegaran/pelatihan kembali 
 
Daftar Tindak Pidana Malpraktek di seluruh Indonesia yang dilaporkan 
dari 2006 sampai 201234 
Pelaku Tindak Pidana di Bidang Medis  
 
Jumlah 
Dokter 
Umum 
Dokter 
Bedah 
Dokter 
Kandungan 
Dokter 
Spesialis 
anak 
Tenaga 
Medis 
Lainnya 
60 kasus 49 kasus 33 kasus 16 kasus 10 kasus 182 Kasus 
 
Tabel Kasus Malpraktek Medis 
 
Menurut Dr. Muh. Rasyidi Juharman, Sp. PD, FINASIM, ketua 
Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI cabang 
Makassar menjelaskan bahwa  pada umumnya kasus sengketa medik 
atau yang sering di sebut sebagai malpraktek medis itu pada 
umumnya pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu tidak berperan 
membela kedua belah pihak, baik dokter yang di tuduh melakukan 
malpraktek/sengketa medik maupun pihak pasien selaku korban.  
                                                          
34 dIakses di http://nasional.tempo.co/read/news/2013/03/25/058469172/sampai-akhir-
2012-terjadi-182-kasus-malpraktek medis pada tanggal 22 September 2015 pukul 2.23 
wita. 
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Pihak IDI selalu bertugas menjadi penengah antara keduanya 
serta selalu berusaha untuk mendahulukan mediasi untuk 
menyelesaikan sengketa medik, barulah ditindak lanjuti apabila tidak 
ada kesepakatan dari mediasi sehingga harus dilanjutkan melalui 
proses persidangan, kemudian IDI juga melakukan pemeriksaan fisik 
secara keseluruhan apakah dokter tersebut telah lalai atau melakukan 
kesalahan procedural sehingga mengakibatkan kecacatan bahkan 
kemaatian dalam melakukan tugasnya selaku dokter. 
Selain itu pihak IDI berfugsi memberikan penjelasan tentang 
bagaimana peran dokter dalam melakukan tugasnya, dikarenakan 
seringkali pasien tidak mengerti atau belum mengetahui bahwa dokter 
bekerja tidak menjanjikan kesembuhan dan kehidupan, dengan 
katalain seringkali pasien menuduh atas dasar yang tidak kuat  
apalagi di dunia kedokteran bukanlah suatu ilmu pasti. 
Dan juga sering kali di dalam suatu keadaan emergensi/atau di 
dalam keadaan medesak tidaklah mutlak dokter sepesiais yang harus 
turun tangan di dalam penanganannya misalnya di suatu daerah 
pedesaan yang minim akan peralatan dan tidak adanya dokter 
spesialis yang berada disana,atau di rumah sakit sekali pun terkadang 
dokter berhalangan hadir maka hal yang dilakukan adalah mencari 
dokter lain yang memiliki kemampuan di bidang lain namun bukan 
seorang dokter spesialis hal seperti inilah yang selalu saja menjadi 
kasus sengketa medik/malpraktek  
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Pihak IDI juga berfungsi melakukan pendampingan antara 
keduabelah pihak kasus sengketa medik/malpraktek dalam melakukan 
proses litigasi sampai selesai 
Tindakan pihak IDI kepada dokter yang telah terbukti 
melakukan kesalahan malpraktek medis yaitu : 
1.  Pencabutan izin praktek 
2. Dokter tersebut diberikan keterbatasan dalam melakukan 
tugasnya  
3. Pihak IDI akan melakukan pendampingan khusus kepada 
dokter tersebut agar tidak melakukan kesalahan  
Berdasarkan hasil penelitian Di IDI cabang Makassar bahwa 
ada kasus malpraktek yang telah terjadi dan tercatat sebagai 
berikut: 
 
Kasus malpraktek medis yang di tangani IDI Cabang makassar 
Tahun 2014-2015 : 
4. Tahun 2014 terdapat 1 Kasus  
5. Tahun 2015 terdapat 1 Kasus35 
                                                          
35 Wawancara 21 September 2015 
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B. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap 
Korban Tindak Pidana Medis Sebagaimana yang Diatur di Dalam 
(UU Kesehatan dan Peraturan Perundang-Undangan) 
Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana bidang medis 
dalam hukum pidana positif di Indonesia saat ini dilakukan dengan 
mengenakan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan KUH 
Pidana, UU No. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga UU. No. 
29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-undang No.36 
Tahun 2014 tentang  Tenaga Kesehatan dan peraturan-peraturan 
pendukung yang berlaku. 
Pertanggungjawaban tindak pidana dibidang medis ini bisa 
memiliki subyek hukum perseorangan (dokter) maupun korporasi 
(pihak rumah sakit), di mana dalam hukum pidana positif saat ini belum 
ada aturan yang seragam dan konsisten. Perundang-undangan di 
bidang medis yang ada dewasa ini menjadikan korporasi sebagai 
subjek hukum pidana, namun UU yang bersangkutan tidak membuat 
ketentuan pidana atau pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. 
(UU No. 36 Tahun 2009), dan bahkan dalam KUH Pidana positif 
sebagai induk peraturan hukum pidana, korporasi tidak dijadikan 
subjek tindak pidana. Hal ini tentunya tidak memberikan perlindungan 
dan rasa adil bagi korban tindak pidana bidang medis (malpraktek). 
Di samping itu dalam UU No.36 Tahun 2009 sistem 
pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (liability based 
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on fault) menjadi kendala dalam pembuktian delik-delik tindak pidana 
dan pembuktian kesalahan pada subyek hukum khususnya pada 
korporasi. 36 
Perumusan pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana 
positif, perlindungan korban lebih banyak sebagai “perlindungan 
abstrak” atau perlindungan tidak langsung (KUH Pidana). Walaupun 
dalam UU No.29 tahun 2004 dirumuskan sanksi “tindakan tata tertib” 
“indisipliner” yang secara tidak tegas sebenarnya menunjukkan jenis 
sanksi pidana berupa “pemberian ganti rugi” (restitusi) langsung 
kepada korban, akan tetapi dalam UU No.29 tahun 2004 tidak ada 
rambu-rambu agar ketentuan ini dapat juga diberlakukan untuk semua 
tindak pidana dibidang medis di luar UU No.29 tahun 2004.  
Di samping itu sistem perumusan sanksi dalam UU No.29 
tahun 2004 bersifat kumulatif/imperatif yang tidak memberikan 
keleluasaan kepada hakim untuk memilih, dan sulit diterapkan 
apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai 
korporasi/badan hukum, bukan sebagai “yang memberi perintah atau 
yang bertindak sebagai pemimpin”. Dalam UU No.29 tahun 2004 tidak 
ada pengaturan bagaimana pelaksanaan putusan terhadap korporasi 
apabila korporasi tidak mau melaksanakan putusan denda dan/atau 
tindakan tata tertib tersebut. 
                                                          
36 Diakses di  https://www.mysciencework.com/publication/read/2270397/kebijakan-
perlindungan-hukum-pidana-terhadap-korban-tindak-pidana-di-bidang-medis pada 
tanggal 05 Juni 2015 pukul 21.23 wita. 
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Tetapi berdasarkan pada ide dasar atau prinsip ide 
keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak  
pidana medis (dokter) dan korban tindak pidana medis, sehingga 
dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan deterrent 
effect, maka kebijakan formulasi perlindungan korban kejahatan 
korporasi di bidang medis dapat melalui mediasi penal sebagai 
kebijakan iusconstituendum dalam rangka pembaharuan hukum 
pidana di Indonesia. Hal ini berdasarkan perkembangan internasional 
dalam rangka pembaharuan hukum pidana sangat memungkinkan, 
karena di berbagai negara dewasa ini menggunakan mediasi penal 
sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara, yang bukan saja 
bersifat perdata, akan tetapi juga yang masuk ranah hukum pidana, 
dengan ide dan dalih sebagai ide perlindungan korban. 
Para ahli hukum pidana mengemukakan untuk adanya 
kesalahan dalam pengertian pidana itu adalah apabila suatu 
perbuatan itu :37  
6. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)  
7. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab  
8. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
(dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa)  
9. Tidak adanya alasan pemaaf  
                                                          
37 (Meljatno, 2002:164):  
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Mengenai kealpaan dikenal 2 (dua) bentuk yaitu kealpaan yang 
disadar dan kealpaan yang tidak disadari. Jika kesengajaan dan 
kealpaan kedua-duanya disebut kesalahan, maka kita akan melihat 
jatuh bentuk-bentuk kesalahan yang dimulai dari kesengajaan sebagai 
maksud sampai kealpaan yang tidak disadari. 
Akan tetapi ada suatu tindakan yang diangkat dari Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak selalu harus dapat dihukum, 
umpamanya pada larangan untuk melukai seseorang dengan sebuah 
pisau. Padahal dalam klinik bedah hal tersebut terjadi sehari-hari 
(secara materil tidak bertentangan dengan hukum).  
Dapat dilihat, ada perbedaan penting antara tindak pidana biasa 
dan tindak pidana medik yaitu :  
1. Pada tindak pidana biasa terutama diperhatikan adalah akibatnya 
sedang pada tindak pidana medik yang penting bukan akibatnya 
tetapi penyebabnya (kausanya). Walaupun akibatnya fatal, tetapi 
tidak ada unsur kesalahan / kelalaian, maka dokternya tidak dapat 
dipersalahkan.  
2. Dalam tindak pidana biasa dapat ditarik garis langsung antara 
sebab dan akibatnya, karena biasanya sudah jelas misalnya : 
menusuk dengan pisau sehingga perutnya terbuka. Pada tindak 
pidana medik sangat berlainan misalnya seorang ahli bedah 
melakukan pembedahan hanya dapat berusaha untuk 
menyembuhkan si pasien. Pada setiap tindakan medik seperti 
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pembedahan akan selalu ada resiko timbulnya sesuatu yang 
bersifat negatif. Maka ada sesuatu ketentuan, bahwa sebelum 
seorang ahli bedah melakukan pembedahan ia arus menjelaskna 
dahulu sifat dan tujuan pembedahan serta resiko yang mungkin 
timbul dan harus ditanggun pasien. Jika pasien setuju ia harus 
menegaskan dengan menandatangani surat persetujuan.  
Dengan Diterbitkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 
2014 tentang Tenaga Kesehatan yang baru ditetapkan pada 17 
Oktober 2014 lalu mengatur tenaga kesehatan termasuk dokter, 
apoteker, psikolog, perawat dan lainnya, terdapat begitu banyak 
perubahan peraturan yang dapat mencakup berbagai profesi dibidang 
medis yang mengharuskan tenaga medis untuk lebih disiplin. 
Berikut kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan 
berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang  Tenaga 
Kesehatan pasal 11 ayat (1) : 
Pasal 11. 
 Ayat (1)  Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: 
a. tenaga medis; 
b. tenaga psikologi klinis; 
c. tenaga keperawatan; 
d. tenaga kebidanan; 
e. tenaga kefarmasian; 
f. tenaga kesehatan masyarakat; 
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g. tenaga kesehatan lingkungan; 
h. tenaga gizi; 
i. tenaga keterapian fisik; 
j. tenaga keteknisian medis; 
k. tenaga teknik biomedika; 
l. tenaga kesehatan tradisional; dan 
m. tenaga kesehatan lain 
 Ada perbedaan akibat kerugian oleh malpraktik perdata 
dengan malpraktik pidana. Kerugian dalam malpraktik perdata lebih 
luas dari akibat malpraktik pidana. Akibat malpraktik perdata termasuk 
perbuatan melawan hukum terdiri atas kerugian materil dan idiil, 
bentuk kerugian ini tidak dicantumkan secara khusus dalam UU. 
Berbeda dengan akibat malpraktik pidana, akibat yang dimaksud 
harus sesuai dengan akibat yang menjadi unsur pasal tersebut. 
Malpraktik kedokteran hanya terjadi pada tindak pidana materil (yang 
melarang akibat yang timbul,dimana akibat menjadi syarat selesainya 
tindak pidana). Dalam hubungannya dengan malpraktik medik pidana, 
kematian,luka berat, rasa sakit atau luka yang mendatangkan penyakit 
atau yang menghambat tugas dan matapencaharian merupakan unsur 
tindak pidana. 
Jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan 
dengan etik kedokteran maka ia hanya telah melakukan malpraktik 
etik. Untuk dapat menuntut penggantian kerugian karena kelalaian 
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maka penggugat harus dapat membuktikan adanya suatu 
kewajibanbagi dokter terhadap pasien, dokter telah melanggar standar 
pelayananan medik yang lazim dipergunakan, penggugat telah 
menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya. 
Di Indonesia masalah pertanggungjawaban hukum pidana 
seorang doketer dalam KUH Pidana yang mencakup tanggung jawab 
hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ 
kelalaian.  
Pasal-Pasal 369,360 KUH Pidana mencakup kesalahan yang 
didasarkan pada kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian 
dalam Pasal 267 KUH Pidana dan ketentuan terbaru mengenai sanksi 
pidana tindak pidana dibidang medis yang dilakukan oleh tenaga 
medis diatur berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang 
 Tenaga Kesehatan diatur dalam bab XIV Ketentuan Pidana Sebagai 
Berikut : 
Pasal 83 
Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik 
seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang 
telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun. 
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Pasal 84 
(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat 
yang mengakibatkan Penerima Pelayanan 
Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun. 
(2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian, setiap Tenaga 
Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun. 
Pasal 85 
(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan 
praktik tanpa memiliki STR sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 
(2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan 
sengaja memberikan pelayanan kesehatan 
tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana 
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denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
Pasal 86 
1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa 
memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
(2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan 
sengaja memberikan pelayanan kesehatan 
tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 
(1) dipidana dengan pidana denda paling 
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
Sedangkan masalah pertanggungjawaban hukum perdata diatur 
dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 
berupa sanksi administratif berdasarkan pasal 82 ayat (4) : 
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
berupa: 
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertulis; 
c. denda administratif; dan/atau 
d. pencabutan izin. 
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Penulis berpendapat bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan 
hukum pidana terhadap korban tindak pidana medis untuk sekarang ini 
masih sangat minim dan perlu pembaharuan agar lebih memberikan 
kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban tindak pidana di 
bidang medis. bahkan dari kebanyakan kasus malpraktik yang terjadi 
di indonesia hanya berakhir serta di selesaikan secara mediasi penal 
sebagai alternatif penyelesaian perkara di bidang medis dan hanya 
berakhir sampai pemberian ganti kerugian terhadap keluarga korban 
tindak pidana di bidang medis, meskipun masih banyak keluarga 
korban yang masih merasa tidak adil dengan hanya pemberian ganti 
kerugian karena pelaku tindak pidana medis tidak mendapatkan sanksi 
pidana sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku tetapi 
pihak korban tidak dapat berbuat banyak untuk menuntut. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam 
bab terdahulu, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:  
1. Peraturan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban 
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pihak medis (Dokter) 
Malpraktek belum diatur secara khusus oleh peraturan perundang-
undangan, namun jika dilihat dari sudut pandang hukum secara 
keseluruhan maka, beberapa peraturan perundang-undangan 
sangat terkait dengan tindak pidana ini yaitu KUHP, Undang-
Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang 
Nomor 36 tahun 2014 Tentang tenaga kesehatan, Undang-undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, undang-undang 
Nomor 20  tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran  dan 
berbagai peraturan perundang-undangan lainnya termasuk pula 
Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor: 434/Men.Kes/SK/X/l993 
tentang Pengesahan dan pemberlakuan Kode Etik Kedokteran 
Indonesia.  
2. Perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktek di 
Indonesia dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan 
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perlindungan melalui pemberian sanksi dari segi perdata, pidana 
maupun administrasi yang dipertanggung jawabkan terhadap 
dokter yang bersangkutan. Di Indonesia masalah 
pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUH 
Pidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan 
oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian, diatur dalam Pasal 
359,360 KUH Pidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada 
kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian Pasal 267 
KUH Pidana. Lebih khusus sanksi pidana yang dapat dikenakan 
bagi dokter yang terbukti melakukan malpraktik medik diatur dalam 
Pasal 75, 76, 77, 78 dan 79 UU Praktek Kedokteran. Dapat dilihat 
bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan 
terhadap korban malpraktik medik sudah cukup besar dengan 
melahirkan berbagai aturan yang dapat menjadi pertimbangan bagi 
setiap dokter sebelum bertindak, hanya saja dalam masalah 
pengaplikasiannya di Indonesia sendiri masih terbilang kurang 
efektif terbukti dengan masih banyaknya kasus malpraktik yang 
terjadi dan tidak mendapatkan penanggulangan lebih lanjut oleh 
aparat hukum terkait dan kebanyakan berakhir dengan mediasi 
penal.  
 
B. Saran 
1. Melakukan revisi  perundang-undangan pidana di bidang medis 
dan kedokteran saat ini, baik itu dalam KUH Pidana dan Konsep 
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KUH Pidana sebagai pedoman umum dan kodifikasi/unifikasi 
hukum pidana, maupun perundang-undangan pidana di bidang 
medis dan praktek kedokteran (UU No. 29 tahun 2004 sebagai 
UU induk di bidang kesehatan dan kedokteran) untuk lebih 
berorientasi pada perlindungan korban tindak pidana bidang 
medis.   
2. Menyangkut mediasi penal sebagai kebijakan ius constituendum 
dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak 
pidana bidang medis, tentunya perlu diadakan payung/kerangka 
hukum (mediation within the framework of criminal law) sebagai 
perwujudan asas kepastian hukum dan prinsip ide keseimbangan 
antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak  pidana medis 
(dokter) dan korban tindak pidana medis, sehingga dapat 
memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan deterrent 
effect. 
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